PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

J1. DI Panjaitan No. 57 Telp/Fax (0286) 594846 Banjarnegara
53411

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/ 4t4y.a /Dikpora/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan
Dikmas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara
gkan bahwa jjin operasional TK Pertiwi Sipedang Desa Sipedang

meneran
Kabupaten Banjamegara, Nomor

Kecamatan Banjarmangu
421.1/0247/DIKPORA/2016 telah habis masa berlakunya. Untuk permohonan

surat perpanjangan ijin operasional nomor 421.1/0247/DIKPORA/2016 atas
nama TK Pertiwi Sipedang Desa Sipedang Kecamatan Banjarmangu Kabupaten

Banjarnegara masih dalam proses.
Demikian surat keterangan ini kami buat dan untuk dipergunal

sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 16 September 2022
a.n.Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjarnegara

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN O
Jalan DI. Panjaitan No, 57 Banjarnegara Telp/ }!‘:3}!; fmc:"

it

KEPUTUBAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 421.1 /0247 /DIKPORA/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI SIPEDANG DESA BIPEDANG KECAMATAN BANJARMANGU
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ketua Yayasan

Dian Dharma Kabupaten Banjarnegara Nomor

B.77/SET/PD YDD/Kab Ba/X/2016 tanggal 20

Oktober 2016 perihal ijin operasional TK;

b bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah habis masa
berlaku izin operasionalnya untuk diperpanjang
kembali;

¢ bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b,

perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten

Banjarnegara.

Menimbang oA

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentarg
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negaia RI Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara RI Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Quru
dan Dosen (Lemburan Negara Rl Tahun 2005 Nemot

| 157, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 45806),

. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 201]  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembuaran Negara Rl Nomor 5234),

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

6. Peraturan Pemerintah Nomo
ll:';nTe;ailpan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
un 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

( r

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

baran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Rl Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentgn
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nemor 71
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410); ’

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5105);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58
Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia

r 32 Tahun 1950 tentang

15

10. l?;faturm’l Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20
Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria di Bidang Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendiran,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengal,;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
TK/RA ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri
D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 108);

16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Nomor .
421.1/016.g/DIKPORA/2013 tanggal 22 Februan
2014 tentang Standar Operasional Prloscdur [zin
Pendirian dan Perpanjangan lzin Operasional :I'gman
Kanak-Kanak di Lingkungan Dina's Pendidikai,
Pemuca dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Menetapka

KESATU

KEDUA

KETIOA

 lgin Pen)

. Surat Keputusan Bupati Banjarme
! parn Nomar 421
Tahun 2007 Tangagal 30 April 2007 Tentang l'ml‘:l,lrliw'
Taman Kanak Kanak Pertiwi Dean Qipedang Keenm 'un
Ranjarmangu Kabupaten Banjarnegarn e

MEMUTUSKAN

Memperpanjang Izin Penyelenggarann Taman Kanal-Kanak
Pertiwd Qipedang  vang beralamat (. [Deaa ‘ilpml-:fm
Kecamatan Hanjarmangu Kabupaten Hanjarnegars

yelenggaraan sebagalmana dimnakaud dalam dilctam
KESATU, diberikan untuk janghka waktu 5 (ima) tahun dan
dapat dipt’flmﬂjﬂ"ﬂ lagi aeauni dengan peraturan  yang

berlaku.

Keputusan int mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 14 - 12 <2016
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KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN BANJARNEGARA
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1. Bupat Ban

jarnegara
2. Inspelaorat Kabupaten Banjarnegara
1 Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Banjarmangu
4  Ketua IGTK! Kabupaten Banjarnegara
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Dipindai dengan CamScanm‘e.r.
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PEMERINTAH KARUPATEN RANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jadam [N Pempsitan Na 57 Ranjarnegarn Telp/ Far oA
RAMIARNTOARA 53411

KEFUTURAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAN RAGA
RARUPATEN RANJARNEGARA
FOMOR : 421.1 /0247 /DIRFORA/2016

TENTANO

PERPARJANGAR LN PENYELENGOARAAN TAMAN RANAR-KANAK
FERTIW] SIPEDANG DR2A SIPEDANG KECAMATAN BANJARMANGU
KABUPATEN RANJARNEOARA

bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ketua Yayasan

[Man Dharma Kabupaten Banjarnegara Nomeor

RT7/SET/PD YDD/Kab  Ba/X/2016  tanggal 20

Oktober 2016 perihal ijin operasional TK,

b bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah habin masa
berlaku  izin  operasionalnya untuk diperpanjang
kemnbali,

¢ babhwa untuk makaud tersebut pada hurufl a dan b,

periu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten

Banjarnegara.

Menpngs! - 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Lembaran Negara R| Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4437) sebagaimana telah diubah bebernpa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomaor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844),

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Quru
dan Dosen (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586),

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembarun Negaru Rl Nomor 5234),

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

(. Paraluran Pemerintabh Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulnl Berlnkunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsl Jawa Tengah
(Berlta Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Naslonal Pendldikan (Lembaran Negara Rl
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4496) sebagalmana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan  Penyclenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Rl Tahun 2010 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58
Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia
Dint;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20
Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria di Bidang Pendidikan;

11, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

12, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;

13, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
TK/RA ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri
D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 108);

16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Nomor :
421.1/016.g/DIKPORA/2013 tanggal 22 Februari
2014 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Pendirian dan Perpanjangan Izin Operasional Taman
Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 421.2{' ].86
Tahun 2007 Tanggal 30 April 2007 Tentang Pendirian
Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Sipedang Kecamatan

Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memperpanjang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak_-Kanak
Pertiwi Sipedang yang beralamat di Desa Sipedang

Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara.

KEDUA ¢ Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang lagi sesuai dengan peraturan yang

berlaku.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 14 - 12 -2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

L _-'"“-u:(-'
{;‘C}-‘.," ‘\‘:{5\.\\

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :
Bupati Banjarnegara , '
Inspektorat Kabupaten Banjarnegara

Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Banjarmangu

Ketua IGTKI Kabupaten Banjarnegara

Arsip

Dhwpo -

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

BUPATI BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 421.2/ {86 TAHUN 2007

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI

DESA SIPEDANG KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN BANJARNEGARA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANJARNEGARA,

& bahwa berdasarkan pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan
maka Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Sipedang Kecamatan
Banjarmangu Kabupaten Banjamegara layak untuk didirikan,

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Benta
Negara RI Tahun 1950 Nomor 42 ),

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan

Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonmesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara RT Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4548 ),

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Rl
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penctapan Mulai

Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara Rl

Tahun 1950 Nomor 59 );

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan

Prasekolah ( Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3411 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
( Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran
Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Rl

Nomor 3763 );

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4496 ).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

PERTAMA  : Mendirikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Sipedang Kecampiy,
Banjarmangu Kabupaten Banjarncgara.

KEDUA . Taman Kanak-kanak Pertiwi scbagaimana dimaksud diktum PERTAMN!

Keputusan ini harus memenuhi ketentuan scbagai berikut ;

l. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku seria
melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.

2. Pengelolaan Taman Kanak-kanak Pertiwi yang diterapkan harus dapat
memenuhi standar pelayanan minimal mutu prasekolah Taman Kanak-
kanak.

3. Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Sipedang Kecamatan
Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dimaksudkan untuk menunjang
Pendidikan .

KETIGA - . : Scmua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Sipedang Kecamatan Banjarmangu
Kabupaten Banjarnegara dan sumber dana lain yang sah.

KEEMPAT . : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

p ,,—:'rES p])'ijt'e_tgpkan di Banjarnegara
K’v _35/-*&@'9_}.5@1 2U-3 _2mf
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{'. ( | . 'BUPATIBANJARNEGARA,
'I\'. ! el'.l ____." ‘
i '\ 5 i o _.L

TTesy/ DIASRI
TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
Kepala Bawasda Kabupaten Banjarnegara;
Kepala Bapeda Kabupaten Banjarnegara;
Kepala BKD Kabupaten Banjamegara;
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjamegara;
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjamegara;
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Banjamegara.
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Dipindai dengan CamScanner

.


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

